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Sudarmoko. Peran Retribusi dalam Meningkatkankan Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Brebes. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 
Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayarn atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi apabila dikelola dengan baik, 
tentu akan semakin memperbesar penerimaan daerah. Akan tetapi selama ini, justru 
retribusi seolah dianaktirikan oleh daerah. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaturan retribusi Kabupaten 
Brebes didasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, (2) Untuk mengetahui peran retribusi daerah dalam rangka 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung otonomi daerah. Jenis 
penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian kepustakaan (library 
research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah metode 
kualitatif dianalisa secara deduktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pengaturan retribusi Kabupaten Brebes 
menggunakan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dan Perda No. 1 Tahun 
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah. Peraturan daerah tersebut sudah mengacu kepada 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jenis retribusi 
meliputi: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu, 
2) Retribusi daerah, memiliki peran besar dalam mendukung dan menyukseskan 
terselenggaranya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan ketika diterapkannya otonomi 
daerah, desentralisasi dalam artian pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya 
otonomi daerah, berarti akan ada biaya untuk itu, maka desentralisasi fiskal akan 
mengisi kebutuhan anggaran tersebut. Retribusi sebagai salah satu sumber PAD 
menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 
di beberapa daerah telah terbukti memberi pemasukan terbesar untuk PAD bahakan 
melebihi pemasukan yang berasal dari pajak daerah. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Sudarmoko. The Role of Retribution in Increasing Local Revenue in Brebes Regency. 
Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti 
University. 2019. 
A levy is a regional levy as payment for certain services or permits that are 
specifically provided or provided by the Regional Government for the benefit of 
individuals or entities. Retribution, if managed properly, will certainly increase regional 
revenues. However, so far, it is as if the levy was dianaktulat by the region. 
This study aims: (1) To find out the Brebes Regency retribution regulation is 
based on Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, (2) To 
find out the role of regional levies in the context of increasing Local Revenue (PAD) in 
supporting regional autonomy. This type of research used by researchers this time is 
library research (library research) with a normative legal research approach. The main 
data source used in this study is secondary data with the method of collecting 
documentation and literature study data. Analysis of the data used is a qualitative 
method deductively analyzed. 
The results of this study indicate: 1) The regulation of the Brebes Regency 
retribution uses Perda No. 3 of 2011 concerning Regional Retribution as amended by 
Perda No. 8 of 2014 concerning Amendments to the Regional Regulation No. Brebes 
Regency. 3 of 2011 concerning Regional Retribution, and by law No. 1 of 2017 
concerning the Second Amendment to the Brebes Regency Regulation No. 3 of 2011 
concerning Regional Retribution. The regional regulation refers to Law No. 28 of 2009 
concerning Regional Taxes and Retribution. Types of user fees include: Public service 
fees; Business service levies; and Certain Licensing Retribution, 2) Regional 
retribution, has a big role in supporting and the success of the implementation of 
regional autonomy. This is because when regional autonomy is implemented, 
decentralization in the sense of the division of authority between the Central 
Government and the Regional Government is not only limited to the administration of 
government. The existence of regional autonomy, means that there will be costs for it, 
then fiscal decentralization will fill the budget needs. Retribution as a source of PAD 
according to Law No. 32 of 2004 jo. Law No. 33 of 2004 in several regions has been 
proven to provide the largest income for PAD even more than the income derived from 
local taxes. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan 
keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah 
yang berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, membahas tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah 
merupakan esensi pemerintahaan desentralisasi.  
Desentralisasi atau otonomi daerah tidak hanya berdampak terhadap 
pembagian kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah semata. 
Implikasi dari otonomi daerah adalah beban pengeluaran yang harus ditanggung 
daerah. Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas 
otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berdasarkan otonomi daerah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 butir (9) 
menyatakan bahwa dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Keberadaan retribusi daerah tidak terlepas dari diterapkannya otonomi 
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daerah dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai 
salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum 
yang lebih baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih 
demokratis. 
Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan 
peran serta masyarakat. Sumber keuangan daerah salah satu yang dimiliki dan 
dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
merupakan pendapatan diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.1 Otonomi daerah telah 
membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan tingkat kemandirian suatu 
daerah.2 Semakin tinggi pemasukan PAD maka semakin tinggi pula tingkat 
kemandirian suatu daerah. Pemerintah daerah perlu bahkan harus mengoptimalkan 
pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Selama ini 
kontribusi PAD masih belum optimal dalam pengelolaannya dan tingkat 
kemandirian daerah masih bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh 
Pemerintah Pusat.3 
                                                  
1 Krisna, Made & Ni Gst. Putu, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali, Bali: E-Jurnal Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, 2013, hlm. 18. 
2 Siahaan, Mariot P., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 
hlm. 24. 
3 Fauzan, Muhammad, Hukum Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Kajian Tentang Hubungan 
Keuangan antara Pusat dan Daerah, 2006, hm 14. 
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Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya mempunyai 
ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 
daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan dan peningkatan perekonomian 
ikut mendorong penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.4 Kurang optimalnya 
PAD dalam kontribusi pada sumber pendapatan daerah, menandakan kurangnya 
pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengoptimalan PAD 
dilakukan dengan cara lebih ditekankan lagi dalam penggalian potensi-potensi 
sumber daya daerah. Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan 
utama bagi suatu daerah yang dibayar oleh masyarakat yang bersifat memaksa 
dengan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta 
masyarakat dalam pembangunan daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi menarik karena menjadi sumber 
penerimaan terbesar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi yang 
besar. Pembagian beberapa kewenangan pusat kepada daerah tidak hanya 
mempengaruhi sistem atau tata pemerintahan saja, tapi juga mempengaruhi pola 
pandang masyarakat terhadap pusat selama ini. Di samping itu, salah satu 
konsekwensi yang harus ditanggung daerah dengan adanya otonomi daerah adalah 
beban anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, hal terpenting dalam otonomi 
daerah tidak hanya desentralisasi pemerintahan, tapi juga desentralisasi fiskal.  
                                                  
4 Waluyo, Budi, Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah 
Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat, Jakarta: 
Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2012, hlm.18. 
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Pemerintah daerah dapat mengelola beberapa potensi pajak dan retribusi 
yang ada di daerah. Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan yang dimaksud dengan 
retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayarn atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Retribusi menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang cukup signifikan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 
Anggaran 2019, disebutkan Kabupaten Brebes pada tahun 2019 Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi mencapai Rp 16.148.952.000,00 melebihi 
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar Rp 
7.037.989.000,00. Beranjak dari kondisi tersebut, terlihat bahwa retribusi juga 
memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan penerimaan daerah 
dari retribusi hampir menyamai bahkan pernah melebihi pendapatan yang berasal 
dari pengelolaan perusahaan milik daerah dan melebihi hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan.  
Retribusi apabila dikelola dengan baik, tentu akan semakin memperbesar 
penerimaan daerah. Akan tetapi selama ini, justru retribusi seolah dianaktirikan oleh 
daerah, kita bisa lihat beberapa pengelolaan objek wisata, dan parkir kendaraan di 
daerah yang tidak dikelola dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
mengapa di perlukan adanya pengautran terkait pajak daerah di Kabupaten Brebes 
Provinsi Jawa Tengah, bagaimana eksistensi pengaturan retribusi dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Brebes 
  
5 
Provinsi Jawa Tengah, apakah pengaturan retribusi sudah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Berdasarkan uraian di atas, pengaturan retribusi yang baik dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka penulis tertarik meneliti terkait 
dengan retribusi dengan judul “Peran Retribusi dalam Meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah di Kabupaten Brebes”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Pelaksanaanya, pungutan terhadap retribusi daerah tidak selalu berjalan 
maksimal, hal ini tergambar dari beberapa praktek di lapangan, dimana masih 
ditemukan beberapa sumber retribusi daerah dikelola secara asal-asalan atau tidak 
profesional. Untuk melihat permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian, 
penulisan ini, difokuskan pada pengaturan retribusi Kabupaten Brebes dalam 
meningkatkan PAD. Untuk memudahkan penulisan, terhadap permasalahan 
tersebut penulis merumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian: 
1. Apakah pengaturan retribusi Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? 
2. Bagaimana peran retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dalam mendukung otonomi daerah? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaturan retribusi Kabupaten Brebes didasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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2. Untuk mengetahui peran retribusi daerah dalam rangka meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung otonomi daerah. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dari secara teoritis maupun 
dari segi praktis.  
1. Secara teoritis, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian baru dalam 
pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan pengaturan retribusi daerah untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan 
pemerintahan yang baik dan menambah literatur yang membahas tentang 
retribusi. 
2. Secara praktis, dapat dijadikan masukan bagi aparat pemerintahan daerah 
khususnya kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 
membuat kebijakan atau peraturan baru dan para praktisi hukum dalam 
mengatasi hambatan dalam pengaturan retribusi. 
 
E. Tinjauan Pustaka  
Penelitian tentang retribusi sudah pernah dilakukan oleh penelitian-
penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Sukardi dan Rahmawati (2014) 
Kekosongan Hukum Jasa Usaha Kepelabuhan Akibat Pembatasan Obyek Retribusi 
Daerah, Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014. Otonomi daerah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada 
Pemerintahan Daerah untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah-nya melalui 
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pungutan antara lain pajak daerah dan retribusi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah 
hendaknya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
terlampir dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 
dan peraturan penunjang lainnya di tataran legislasi. Pembentukan Peraturan Daerah 
oleh Pemerintahan Daerah tentu saja tidak boleh hanya menguntungkan mereka 
secara sepihak, tetapi tetap memperhatikan fungsi mereka dalam rangka 
melaksanakan pelayanan publik.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa setelah diundangkan UU No.17/2008 
dan UU No. 28/2009 maka Pemkab. Gresik masih diberikan tenggang waktu 3 (tiga) 
tahun yaitu sampai tahun 2012 untuk mengalihkan penarikan retribusi terhadap 
mekanisme yang lainnya dalam rangka memperoleh PAD. Tahun 2013, Pemkab. 
Gresik sudah tidak berwenang lagi untuk menarik retribusi terhadap 8 DUKS yang 
ada di wilayahnya. Pihak yang dirugikan saat ini (tahun 2013) dengan masih tetap 
diberlakukannya penarikan retribusi terhadap 8 DUKS adalah pihak DUKS dan 
Pemerintah Pusat. UU No.17/2008 kembali memberikan kesempatan kepada 
BUMN atau BUMD untuk melakukan pengelolaan terhadap wilayah kepelabuhan, 
sehingga otomatis menghilangkan monopoli Pemkab. Gresik sebelumnya.Wacana 
mengganti penarikan retribusi menjadi penarikan pajak adalah tidak tepat karena 
berbagai perbedaan karakter dan hakekat antara keduanya. Pelaksanaan otonomi 
daerah harus tetap memperhatikan beberapa hal yaitu: pertama, seharusnya tidak 
membuat Pemerintah Daerah (khususnya Pemkab. Gresik) dapat melakukan 
monopoli terhadap suatu obyek retribusi untuk PAD, AAUPB tetap harus 
diperhatikan ketika menarikretribusi; kedua, tetap memperhatikan konteks Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 18 UUD NRI 1945 (Bab Pemerintah 
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Daerah); ketiga, otonomi daerah seharusnya tidak merugikan berbagai pihak 
(Pemerintah Pusat dan/atau warga negara) dan hanya memberikan keuntunganbagi 
satu pihak (Pemerintah Daerah/Pemkab. Gresik). Pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus memperhatikan hirarki peraturan di atasnya dan masing-
masing pihak harus berlaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku, sehingga 
wewenang yang dilakukan tidak menjadi batal demi hukum. Penyalahgunaan 
wewenang, kesalahan prosedur dan materi hendaknya dapat diselesaikan sesuai 
dengan mekanisme hukum yang telah ditetapkan. 
Hasanah (2015) Redistribusi Tanah Terlantar Di Propinsi Riau, Jurnal Ilmu 
Hukum Vol 5, No 1 (2015). Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau 
badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA. 
Oleh karena itu Pemegang Hak atas tanah dilarang menelantarkan tanah yang berada 
dalam penguasaannya, dan UUPA telah mengatur akibat hukum terhadap tindakan 
tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian proses dalam penertiban tanah terlantar di 
Propinsi Riau mengacu pada Peraturan Kepala BPN RINomor 4 Tahun 2010, dalam 
praktiknya meliputi: Inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar, Identifikasi dan 
penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar, Sidang Panitia C, Pemberian 
peringatan terhadap pemegang hak, Penetapan terhadap Tanah Terlantar. 
Berdasarkan data dari Kantor BPNRI Wilayah Propinsi Riau, ada 54 lokasi tanah 
yang terindikasi terlantar, yang tersebar di 11 kab/kota di Propinsi Riau dan baru 
ada 1 lokasi yang terdapat di kota Pekanbaru. Dan baru ada 1 (satu) lokasi yang 
ditetapkan sebagai tanah terlantar yaitu PT. Alfa Glory, yang terletak di Kabupaten 
Kuantan Singingi. Pendayagunaan terhadap tanah terlantar di Propinsi Riau 
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diarahkan kepada 3 jenis penggunaan yaitu: Reforma Â Agraria, Program Strategis 
dan Tanah Cadangan Negara. Pendayagunan tanah terlantar terlantar dikota 
Pekanbaru belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena tanah negara bekas 
tanah terlantar sulit untuk dieksekusi. Hal ini karena sebagian besar tanah tersebut-
tersebut merupakan tanah konflikyang saat ini di duduki oleh masyarakat.  
Siregar (2018) Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
DHARMA PRAJA, Volume 11, No. 2, Desember 2018. Tujuan diadakan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui optimalisasi retribusi pasar guna meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah, mengetahui faktor yang menjadi penghambat pengelolaan 
retribusi pasar, dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam 
pengelolaan retribusi pasar. Metode yang digunakan penulis adalah metode 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif Adapun sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data berupa 
wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi. Adapun lokasi penelitian ini yakni pada adan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi retribusi Pasar Bawah 
dikategorikan kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil 
yang dicapai belum maksimal, dan realisasi penerimaan retribusi Pasar Bawah 
belum mampu mencapai target, kurangnya kesadaran wajib retribusi belum 
tertibnya pemungutan retribusi, kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, 
kurangnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu diharapkan pemerintah maupun 
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masyarakat juga harus ikut mendukung agar dapat mengurangi dan memberikan 
solusi agar masalah yang terjadi di dalam retribusi pasar dapat terselesaikan. 
 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu 
penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang 
menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui 
penelusuran dokumen. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena 
sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti peraturan bupati, undang-
undang dan sebagainya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.  
Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan atau 
mendeskripsikan pengaturan retribusi Kabupaten Brebes didasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 
peran retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dalam mendukung otonomi daerah. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 
Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para 
sarjana. Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-
kata atau pernyataan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap 
asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap 
taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan 
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hukum.5 Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, 
karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum 
primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, 
serta peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan pula bahan hukum 
sekunder sebagai data sekunder. 
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa 
terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. 
Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian mengacu pada studi 
kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. 
Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan 
dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian 
hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian tehadap data primer di lapangan atau terhadap 
prakteknya.6  
3. Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu segala peraturan         yang  
mengatur  tentang  retribusi  di daerah  Kabupaten  Brebes, dalam hal ini  
difokuskan pada Peraturan Bupati. Segala sesuatu yang menjadi ketentuan 
persyaratan penelitian, yakni khususnya persyaratan administrasi untuk 
                                                  
5 Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153. 
6 Ibid., hlm. 51.  
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memperoleh izin penelitian dari pejabat berwenang dengan terlebih dahulu 
menentukan sasaran atau sumber untuk memperoleh bahan hukum pada Kantor 
Pemerintahan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Brebes, khususnya bagian tata pemerintahan, bagian hukum, 
organisasi dan tata laksana.  
Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan 
penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan 
hukum primer adalah: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah. 
4) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah. 
5) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah. 
6) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi 
bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil 
penelitian hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak 
resmi diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan 
hukum primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data 
merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena 
melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk 
selanjutnya dianalisis sesuai yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.  
Studi Kepustakaan, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 
bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-
informas serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-
undangan dan karya ilmiah lainnya.  
5. Metode Analisis Data  
Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik 
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan 
konkret yang dihadapi. Analisis yang digunakan adalah analisis hukum, yaitu 
suatu analisis yang menggunakan teori-teori hukum, prinsip hukum, kaidah 
hukum untuk menemukan sebuah preskripsi. Data diperoleh baik dari studi 
kepustakaan dan dokumentasi merupakan data tataran yang dianalisis secara 
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deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam 
bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian 
masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari yang bersifat umum 
menuju ke hal yang bersifat khusus.  
Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan pengaturan retribusi Kabupaten 
Brebes. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan eksplanatoris. 
Maksudnya bahwa peneliti nantinya akan menggambarkan fakta-fakta dan data-
data yang didapat dari hasil penelitian. Kemudian ditindak lanjuti dengan 
menerangkan data-data dan fakta-fakta yang sudah digambarkan tersebut. 
 
G. Sistematika Penulisan  
Untuk memberikan gambaran tentang isi tesis ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan tesis sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan 
Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini dikemukakan tinjauan tentang pemerintahan daerah yang 
memuat pengertian pemerintah dan pemerintahan, pengertian pemerintahan 
daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah; tinjauan tentang otonomi 
daerah yang berisi tentang pengertian otonomi daerah, prinsip otonomi 
daerah, tujuan otonomi daerah; tinjauan tentang pendapatan asli daerah 
  
15 
(PAD); tinjauan tentang retribusi daerah yang memuat pengertian retribusi 
daerah dan jenis-jenis retribusi daerah. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Analisis  
Dalam hal ini akan dijelaskan hasil penelitian dan analisis, meliputi: 
pengaturan retribusi daerah kabupaten Brebes dan peran dan posisi retribusi 
daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam 
mendukung otonomi daerah. 
Bab IV Penutup  
Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan 






A. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah  
1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan  
“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata 
“government” kata yang berasal dari suku kata “to govern”. Tetapi “perintah” 
disalin dengan “to order” atau “to command” dengan lain kata “to command” tidak 
diturunkan dari “to govern”. Keempat ciri khas dari kata perintah di atas mempunyai 
makna yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang 
diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah 
kekuatan hukum perintah itu. Wewenang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki 
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 
mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Demikian juga kata “memerintah” daiartikan sebagai menguasai atau mengurus 
negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti 
kekuasaan untuk memerintah suatu negara.7 
Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau 
“pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti 
                                                  
7 Subekhi, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan 
Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di 
Kabupaten Tegal, Tegal: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 
Pancasakti Tegal, 2017, hlm. 24-25. 
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sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur 
yang menjadi ciri khas dari kata “perintah”: 
a. Adanya “keharusan”, menunujukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang 
diperintahkan; 
b. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah; 
c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima 
perintah; 
d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.8 
Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-
kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta 
pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pada 
umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang 
mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini 
melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup 
masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. 
 Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai 
kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan 
rakyat dan Negara. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan 
menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintahan dalam 
arti luas adalah segala urusan yang dilakukan Negara dalam menyelenggarakan 
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan 
sebagai  pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga  
                                                  
8 Ibid., hlm. 24. 
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meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi 
pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, 
perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. Rasyid membagi fungsi 
pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan (public service), 
pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan 
(regulation).9 
Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena 
banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu 
berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan 
berasal dari kata dasar pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut 
memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut 
saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah 
memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau 
dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan 
pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti hanya sempit meliputi 
lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), 
sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga 
yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislative) dan yang 
melaksanakan peradilan (disebut yudikatif ).10 
Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2014   tentang   Administrasi   Pemerintahan   Pasal  1  (angka  2)   bahwa  fungsi  
                                                  
9  Syafiie, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 
20. 




pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang 
meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan 
perlindungan. Pemerintahan desa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor6 
Tahun 2014 dijelaskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
2. Pengertian Pemerintahan Daerah  
Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari 
beberapa daerah, yang kesemua daerah tersebut merupakan sebuah daerah otonom 
yang mendapat pengakuan oleh Negara, hal tersebut dinyatakan d alam Pasal 18 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten 
dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang 
Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat (3) 
menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom 
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan 
untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, 
gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai”.11 
 
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia didasarkan pada 
ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota ini 
mempunyai pemerintahan daerrah yang diatur dengan Undang-Undang”.  
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar hukum 
pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan 
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. 
Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, berlaku teori residu, 
kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima 
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian berarti 
kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat 
menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan 
kemampuan daerah yang bersangkutan. 
 
                                                  
11 Syafiie, Inu Kencana, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003, hlm. 129. 
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Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan 
kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik 
di daerah. Perjalanan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan pada tanggal 
4 mei 1999. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terjadi akibat pasca 
reformasi perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mulai dari perubahan 
pertama sampai perubahan keempat. 
Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implementasi Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-
undang yang berakhir pada lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang 
juga mengatur tentang pemerintahan daerah. Perubahan ini juga memperhatikan 
perubahan Undang-undang terkait dibidang politik, diantaranya Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR DPD dan DPRD, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan lain-
lain. 
Perkembangan politik dalam masa kini maka Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
sehingga perlu diganti. Maka lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang baru. Namun dalam perjalanannya Undang-Undang ini 
tidak bertahan lama dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undangg Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah tidak terlepas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara 
langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Maka perlu 
dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan 
asas tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 




Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas 
otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berdasarkan otonomi daerah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 butir (9) 
menyatakan bahwa dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Maksudnya adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang 
sebenarnya kewenangan itu ada ditangan pemerintah pusat, yakni menyangkut 
penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatannya, diberikan 
kepada gubernur atau instansi vertical didaerah berdasarkan arahan kebijaksanaan 
umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan 
oleh pemerintah pusat.12 
Ketentuan Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa asas tugas pembantuan adalah penugasan 
dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah 
daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maksudnya adalah bahwa 
tugas pembantuan kepada pemerintahan desa merupakan tanggung jawab bersama 
antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemeriintah kabupaten atau kota. Hal 
                                                  




ini perlu disadari bahwa dalam kenyataan praktik menurut Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 bahwa pemerintahan desa diberikan wewenang untuk menggali 
potensi di daerahnya sendiri bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun 
pertumbuhan desa itu tidak merata, serta tidak sesuai dengan harapan justru 
pemerintahan desa tidak dapat menjalankan fungsinya karena keterbatasan 
penggalian untuk sumber kas desa.13  
Maka dari itu tujuan pemberian tugas pembantuan adalah mempelancar 
pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan 
pembangunan bagi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 
Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 
Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan 
daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah peraturan 
daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tentang 
Peraturan Daerah (Perda) tersebut tertera pada Pasal 236 sampai Pasal 245 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan 
pengaturan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tertera pada Pasal 246 sampai pada 
Pasal 248 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota 
dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa 
unsur   pemerintahan   tersebut,   yaitu   unsur   DPRD   adalah   Peraturan  Daerah  
                                                  
13 Ibid., hlm. 8. 
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merupakan sutu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat 
terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan 
wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat 
dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyelidikan, hak 
inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah 
(Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan 
pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk 
Ranperda atau Perda. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
melimpahkan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ketentuan pasal 9 butir 1 UU 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa 
pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 
kategori, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan 
Urusan Pemerintahan Umum. 
 
B. Tinjauan tentang Otonomi Daerah  
1. Pengertian Otonomi Daerah  
Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi, istilah 
otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni autos yang berarti  
sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat 
perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving), namun dalam dalam 
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perkembanganya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti zelfwetgeving 
(membuat perda-perda), juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintah sendiri). 
C.W. Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishounding 
(menjalankan rumah tangganya sendiri).14 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola 
pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.15 Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan otonomi 
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah 
untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri 
dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.16 Sesuai dengan Pasal 1 
Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 dalam 
penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang 
berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya 
pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya 
                                                  
14 Huda,Ni’matul, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Yogyakarta: FH UII PRESS, 
2010, hlm. 44. 
15  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 992. 
16  Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo, 
2007, hlm. 30. 
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dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah 
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. 
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui 
otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu 
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (local 
self-government) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas 
desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, 
maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh.17  
Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi 
daerah diartikan sebagai wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah 
baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan 
mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-
masing dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya. 
 
                                                  
17 Nurcholis, Hanif, Ibid., hlm. 29. 
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2. Prinsip Otonomi Daerah  
Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam otonom, antara lain 
bertalian dengan cara pembagian urusan penyelengaraan pemerintahan atau cara 
menentukan urusan rumah tangga daerah, cara penentuan ini akan mencerminkan 
suatu bentuk otonom terbatas atau otonom luas. Dapat digolongkan sebagai otonom 
terbatas apabila: Pertama urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara 
kategoris dan pengembanganya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua apabila 
system supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah 
otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan 
keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan 
kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonom 
daerah.18 
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 
undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 
memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.19 Untuk 
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata,  
dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh  
                                                  
18  Huda, Ni’matul, Op Cit, hlm. 44. 
19  Widjaja, HAW., Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2007, hlm. 133. 
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dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara 
keuangan pemerintah pusat dan daerah.20 Dengan demikian prinsip otonomi daerah 
adalah sebagai berikut: 
a. Prinsip Otonomi Luas, yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah 
diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan 
pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi 
yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di 
samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan 
pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan 
dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri 
terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan 
potensi dan karakteristik masing-masing daerah.  
b. Prinsip Otonomi Nyata, yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu 
tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang 
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.  
c. Prinsip Otonomi yang Bertanggung jawab, yang dimaksud dengan prinsip 
otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian 
otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.21  
 
                                                  
20  Widjaja, HAW., Ibid, hlm. 7-8. 
21  Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung, Jakarta: Raja Grasindo, 2007, hlm. 5. 
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3. Tujuan Otonomi Daerah  
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah 
untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada 
dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: a. 
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat, b. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 
daerah, dan c. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan.22 
Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin, tujuan peletakan kewenangan 
dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, 
pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal 
dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.23 Dengan demikian pada  
intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan 
memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, salah 
satunya dengan pengerlolaan retribusi yang merupakan salah satu penyumbang 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.  
 
C. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang 
diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri yang dipungut  
                                                  
22  Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 
46 
23  Bratakusumah, Deddy Supriady & Solihin, Dadang, Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 32. 
  
31 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.24 Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, 
karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai 
kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. 
Berdasarklan ketentuann perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang 
dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan 
Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai 
penambah nilai kekayaan yang bersih.  
Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan 
pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 
Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumbersumber dana yang 
di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber 
pembiyaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan 
memeratkan kesejahteraan rakyat. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan 
pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan 
bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 
meningkatkan   pendapatan   daerah   terutama   sumber   pendapatan   asli  daerah.  
                                                  




Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 
hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi.  
Kemudian dalam Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah 
semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih 
dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam upaya memperbesar peran 
pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih 
mandiri dalam membiayai kegiatan operasionah rumah tangganya. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan 
belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran 
yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 10 tentang 
Pemerintahan Daerah, adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan 
Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan 
satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan 
potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara 
efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Adapun 
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 
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Retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Retribusi adalah sumber pokok daerah di samping pajak yang 
memiliki potensi cukup besar pada kas daerah. Retribusi daerah diharapkan dapat 
menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah. 
 
D. Tinjauan tentang Retribusi Daerah  
1. Pengertian Retribusi Daerah 
Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang 
dapat dhiandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju 
pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional. Dalam 
Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang 
selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayarn atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia memberikan 
pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang 
menikmati jasa negara secara langsung.25 Menurut Juli Panglima Saragih, retribusi 
daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai 
pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 
daerah kepada masyarakat.26 
                                                  
25 Boediono, Ekonomi Makro Edisi 4, Yokyakarta: BPFE, 2001, hlm. 14. 
26  Saragih, Juli Panglima, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta: 
Penerbit Ghalia, 2002, hlm. 65 
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Pengertian retribusi daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk 
barang dan layanan yang disediakan pemerintah. Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas 
dan Richard Burton mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian 
retribusi adalah: 
a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. 
b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan. 
c. Pungutannya dilakukan oleh negara. 
d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi 
(imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).27 
Sedangkan pendapat lain mengemukakan Retribusi Daerah adalah sebagai 
pembayaran atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.28 Penerimaan 
pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasi pajak pusat yang 
diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, 
untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu 
pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam 
menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis 
pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada Take and 
Give. 
Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara 
tanpa ada kontra prestasi langsung dan yang dapat dipaksakan serta memiliki sanksi 
yang tegas yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Namun tidak semua jasa 
                                                  
27  B. Ilyas, Wirawan, dan Burton,  Richard, Hukum  Pajak,   Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 
6. 
28  Suandy, Erly, Perencanaan Pajak, Edisi 1, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 144. 
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yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya 
jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial, ekonomi layak dijadikan 
sebagai objek retribusi. Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang 
diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan 
yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa 
mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut. 
 
2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah 
Pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa 
tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai 
objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa 
umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. 
Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan 
bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu: a. Retribusi Jasa Umum, b. 
Retribusi Jasa Usaha, c. Retribusi Perizinan Tertentu. Berikut penjelasan masing 
masing retribusi: 
a. Retribusi Jasa Umum 
Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retibusi jasa 
umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas: 
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1) Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, 
Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan 
Kesehatan ini tidak mancakup pelayanan pendaftaran. 
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, meliputi pengambilan, 
pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ 
pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak 
termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat 
umum. 
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil, Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan 
sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta 
pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing 
dan akta kematian. 
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, pelayanan 
pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ 
pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman 
atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah 
Daerah. 
5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, adalah penyediaan pelayanan parkir 
di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 
6) Retribusi Pasar, adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa 
pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan 
untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
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7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian 
bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah pelayanan 
pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat 
pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat. 
9) Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta, adalah peta yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah. 
10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah pelayanan yang 
dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta. 
11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, adalah pelayanan pengolahan limbah 
cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 
pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, 
drainase, dan/atau sarana pembuangan yang lainnya. 
12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, meliputi pelayanan pengujian alat-
alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang 
dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
13) Retribusi Pelayanan Pendidikan, meliputi pelayanan atas penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha 




14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, meliputi pelayanan atas 
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan 
aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 
b. Retribusi Jasa Usaha 
Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa 
Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut 
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 
swasta. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 
(sebelas) jenis retribusi antara lain:  
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain pemakian tanah dan 
bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat 
milik daerah. 
2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, adalah pasar grosir berbagai jenis 
barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 
3) Retribusi Tempat Pelelangan, meliputi pelayanan penyediaan tempat khusus 
lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat 
pelelangan. 
4) Retribusi Terminal, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk 
kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas 
lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh 
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Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak 
dipungut retribusi. 
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir 
khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak 
termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta. 
6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pelayanan 
penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola 
oleh pihak swasta. 
7) Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas 
rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 
dan sesudah dipotong yang disediakan, dmiliki, dan atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 
8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah pelayanan jasa kepelabuhan 
temasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang 
disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, adalah tempat rekreasi, pariwisata, 
dan olahraga yang dimilki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
10) Retribusi Penyebrangan di Air, adalah pelayanan penyeberangan orang atau 
barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
11) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah, adalah penjualan hasil 
produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, 
dan bibit ikan. 
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c. Retribusi Perizinan Tertentu 
Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi 
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana 
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.  
Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi 
Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut: 
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pemberian izin untuk mendirikan 
suatu bangunan.  
2) Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol, pemberian izin untuk 
melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat. 
3) Retribusi Izin Gangguan, pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada 
orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, 
kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian 
kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan 
ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban 
lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.  
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4) Retribusi Izin Trayek, pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu. 
5)  Retribusi Izin Usaha Perikanan, izin kepada orang pribadi atau badan untuk 
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 
Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi akan 
digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang paling utama adalah untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah yang merupakan jenis 
pungutan yang langsung dipungut oleh daerah ini mewajibkan bagi tiap wajib 
retribusi untuk membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan karena dengan tarif 
tersebut maka setiap pengguna jasa atau wajib retribusi akan mendapatkan 
pelayanan yang secara langsung dapat dirasakan. 
Dalam pelaksanaannya besarnya retribusi yang harus dibayar oleh 
pribadi/badan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif 
retribusi. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa 
dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kualitas 
penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah dan 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Retribusi Kabupaten Brebes  
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan 
daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan 
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak 
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 
kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.  
Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-
Undang. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting adalah retribusi 
daerah yang merupakan pembayaran-pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh 
mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah atau merupakan iuran kepada pemerintah 
yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini 
bersifat ekonomis karena siapa saja yang meratakan jasa balik dari Pemerintah, dia 
dikenakan iuran itu.  
Kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin 
besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan 
adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif dengan 
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diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pembayaran pemakaian atas aset milik 
daerah harus ada jasa yang nyata dari daerah, misalnya jasa pelayanan kesehatan di 
mana masyarakat dapat mengguna kan fasilitas atau jasa pelayanan kesehatan yang 
disediakan oleh daerah yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan 
pelayanan kesehatan.  
Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi 
jasa usaha dan perijinan tertentu, pemerintah Kota/Kabupaten juga dapat menetapkan 
jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang 
telah ditetapkan. Pengaturan retribusi Kabupaten Brebes mengacu pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Ditetapkannya undang-undang tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan 
otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan 
dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang 
bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah.  
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun dapat terwujud untuk 
meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat 
serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah dengan penyediaan sumber-
sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan 
pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja 
pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian 
keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari 
sektor retribusi daerah.  
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Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting 
guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi 
kewenangan untuk melakukan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan pertimbangan tersebut 
Pemerintah Kabupaten Brebes membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagai dasar 
pengaturan retribusi di kabupaten Brebes.  
Pengaturan retribusi di Kabupaten Brebes sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis retribusi diatur 
dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah, meliputi: a) Retribusi Jasa Umum; b) Retribusi Jasa Usaha; dan c) 
Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun penjabaran dari masing-masing retribusi sebagai 
berikut: 
1. Retribusi Jasa Umum  
Pengaturan retribusi jasa umum di Kabupaten Brebes diatur dalam Pasal 3 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah, meliputi: 
a.  Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b.  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
c.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan 
Akta Catatan Sipil; 
d.  Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
e.  Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
f.  Retribusi Pelayanan Pasar; 
g.  Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h.  Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
i.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
Pengaturan objek, subjek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran 
dalam penetapan tarip jenis retribusi jasa umum di Kabupaten Brebes diatur dalam 
Pasal 6 sampai dengan Pasal 98. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 
Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 
Pasal 14. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Objek Retribusi 
Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas 
keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan 
tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Subjek Retribusi 
Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, 
balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan 
  
46 
lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah 
Kabupaten Brebes.  
Retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes diberikan kepada 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan Kesehatan di RSUD 
Kabupaten Brebes dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya 
meliputi Puskesmas yang ada di 17 Kecamatan. Jumlah tempat tidur di bangsal 
kelas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur 
yang tersedia dengan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan 
Pelayanan Kesehatan di RSUD ditetapkan oleh Direktur RSUD dan Pelayanan 
Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan oleh Kepala Dinas 
Kesehatan dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jendral Pelayanan 
Medik Departemen Kesehatan. 
Tingkat pengunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur 
berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas 
pelayanan kesehatan. Biaya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi biaya 
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal dengan penetapan tarif 
sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya. 
Struktur dan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes 
digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. Tarif retribusi pelayanan 
kesehatan di Puskesmas dikelompokkan menjadi pelayanan: Rawat Jalan, 
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Rawat Darurat, dan Rawat Inap sesuai dengan jenis pelayanan dan kelas 
perawatan di Puskesmas yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4). Sedangkan 
tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi 
pelayanan: Rawat jalan, Rawat darurat, Rawat inap, dan Rawat intensif sesuai 
dengan jenis pelayanan, pelayanan medis dan kelas perawatan di RSUD yang 
diatur dalam Pasal 13 ayat (6), (7) dan (8). 
Tarif retribusi pelayanan kesehatan meliputi jasa sarana pelayanan 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan. Jenis pelayanan/ 
pemeriksaan dan tindakan yang dimaksud dalam kegiatan pelayanan, ditetapkan 
oleh Kepala Dinas Kesehatan dan RSUD atau usul satuan kerja yang terkait. 
Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik dan terapi, tindakan dan 
radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik/farmasi obat 
serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai tarif 
pelayanan sejenis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (11), 
sedangkan tarif retribusi rawat sehari ditetapkan sebesar tarif retribusi rawat 
inap dengan perawatannya. 
Penerimaan Retribusi Pelayanan di RSUD, Puskesmas dan Puskesmas 
Keliling terdiri atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan. Jasa Pelayanan 
dikembalikan kepada RSUD dan Puskesmas secara keseluruhan diberikan 
paling lama akhir bulan berikutnya. Khusus penerimaan jasa pelayanan yang 
melebihi target dan/atau pada akhir tahun berkenaan belum dicairkan, maka 





b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan diatur dalam Pasal 15 
sampai dengan Pasal 21. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
dipungut atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah 
Daerah, meliputi: 
1)  pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan 
sementara; 
2)  pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 
sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan 
3) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 
Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang 
pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan 
dari pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah. 
Jenis sampah adalah sampah organik dan an-organik yang tidak berbahaya, 
apabila volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditaksir 
dengan berbagai pendekatan berdasarkan luas lantai, jenis usaha, atau besarnya 
SPPT PBB. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
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persampahan/kebersihan. Biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya 
bunga, dan biaya modal. Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.  
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan 
Akta Catatan Sipil 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu 
Keluarga dan Akta Catatan Sipil diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan 
Akta Catatan Sipil dipungut atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian 
kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil. Objek Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta 
Catatan Sipil adalah pelayanan: 
1)  kartu tanda penduduk; 
2)  kartu keluarga;dan 
3) akta Catatan sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta 
Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Ganti 
Nama Bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian. 
Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, 
Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh pelayanan pencetakan dan pengadministrasian kartu tanda 
penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil. Tingkat penggunaan jasa 
retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan 
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akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu 
Keluarga dan/atau Akta Catatan Sipil yang diterbitkan. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penggantian 
biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil. Biaya 
meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian dengan penetapan tarif 
sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya.  
d. Retribusi Pelayanan Pemakanan dan Pengabuan Mayat 
Retribusi Pelayanan Pemakanan dan Pengabuan Mayat diatur dalam 
Pasal 29 sampai dengan Pasal 35. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 
Pengabuan Mayat dipungut atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 
Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang 
meliputi: 
1) pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, 
pembakaran/pengabuan mayat; dan 
2) sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki 
atau dikelola Pemerintah Daerah. 
Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah 
orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan/atau 
pengabuan mayat. Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pemakaman dan 
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pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pemakaman dan/atau pengabuan 
mayat yang diberikan.  
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan 
Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 
Biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal 
dengan penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dalam Pasal 36 
sampai dengan Pasal 42. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang 
dipungut atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pemerintah 
daerah. Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum 
yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum. 
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir. Prinsip dan 
sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Biaya 
tersebut meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal 
dengan penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
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penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Struktur dan tarif retribusi 
parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang 
diparkir. 
f. Retribusi Pelayanan Pasar  
Retribusi Pelayanan Pasar diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 
49. Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut atas penyediaan pelayanan fasilitas 
pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Obyek Retribusi Pelayanan Pasar 
sebagaimana dimaksud adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana 
berupa pelataran, los, kios dan Pasar Khusus Hewan yang dikelola Pemerintah 
Daerah yang disediakan khusus untuk pedagang dikecualikan dari obyek 
retribusi sebagaimana dimaksud adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola 
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Kewenangan pemungutan terhadap 
obyek retribusi Pasar Khusus Hewan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi peternakan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan 
luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan. Prinsip dan sasaran dalam 
penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan 
jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 
efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar. Biaya meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal dengan penetapan tarif sepenuhnya 
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup 
sebagian biaya.  
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Struktur tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis 
fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, loos, dan atau kios, luas lokasi dan 
jangka waktu pemakaian. Lokasi tersebut digunakan untuk menentukan kelas 
pasar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 50 sampai 
dengan Pasal 56. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Tingkat penggunaan 
jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi, 
fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.  
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan 
bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Biaya meliputi 
biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal dengan 
penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 
tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Struktur dan besarnya tarif Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan dari pemeriksaan dan penilaian. 
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Tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah hasil akumulasi tarif 
pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor. 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diatur dalam Pasal 57 
sampai dengan Pasal 63. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
dipungut atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pemerintah 
daerah. Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan 
jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat 
penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau 
dipergunakan oleh masyarakat. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan alat kebakaran. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 
diukur berdasarkan frekuensi, jenis alat pemadam kebakaran, dan jumlah alat 
pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji. Prinsip dan sasaran dalam 
penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Biaya 
meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal dengan 
penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 
tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diatur dalam Pasal 64 sampai 
dengan Pasal 70. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut atas 
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penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Objek retribusi adalah 
penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi tersebut 
adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan peta. 
Penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur 
berdasarkan jumlah peta dan jenis penggantian cetak peta yang diberikan. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan 
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penggantian biaya cetak 
peta. Biaya hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian 
dengan penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Dasar penetapan besarnya 
tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah skala, jenis peta, dan ukuran 
kertas. 
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus  
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diatur dalam Pasal 71 
sampai dengan Pasal 77. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang 
dipungut atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh 
pemerintah daerah. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau 
penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi 
adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan 
dan/atau penyedotan kakus. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan 
kakus diukur berdasarkan volume tinja yang disedot. Prinsip dan sasaran dalam 
penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan 
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dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
penyediaan dan/atau penyedotan kakus.  
Biaya retribusi meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, 
dan biaya modal dengan penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Tarif 
retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan berdasarkan 
ukuran kakus/septik tank. Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok 
pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang 
berlaku. 
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair  
Retribusi Pengolahan Limbah Cair diatur dalam Pasal 78 sampai dengan 
Pasal 84. Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut atas pelayanan 
pengolahan limbah cair oleh pemerintah daerah. Objek retribusi adalah 
pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah 
dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Subjek retribusi adalah orang 
pribadi atau badan yang mendapatkan fasilitas pengolahan limbah cair dari 
pemerintah daerah. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pengolahan limbah cair diukur 
berdasarkan pelayanan pemberian izin dan pengawasan pembuangan limbah 
cair. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
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pengolahan limbah cair. Biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya 
bunga, dan biaya modal dengan penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 
Struktur dan tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan berdasarkan 
volume. Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair adalah sebesar Rp 50,- 
(lima puluh rupiah) untuk tiap m3 limbah cair yang dibuang dengan ketetapan 
mengenai golongan limbah cair ditetapkan oleh Bupati. 
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dalam Pasal 85 sampai 
dengan Pasal 91. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas pelayanan 
pengujian alat-alat ukur. Objek retribusi yang dimaksud adalah: 
1) pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;  
2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau 
badan yang mendapatkan pelayanan pengujian alat ukur dan perlengkapannya. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan 
tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang 
digunakan.  
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
tera/tera ulang. Biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, 
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dan biaya modal dengan penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 
m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Pasal 92 
sampai dengan Pasal 98. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, 
dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang, pelayanan monitoring, pengawasan 
dan pengendalian Menara Telekomunikasi. Objek retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara 
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan 
kepentingan umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
mendapatkan izin pemanfaatan menara telekomunikasi. 
Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang 
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan 
dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Prinsip dan sasaran dalam 
penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
pengendalian menara telekomunikasi. Biaya pengendalian jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional pengendalian dan 
pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang 





2. Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi jasa usaha di Kabupaten Brebes diatur dalam Pasal 4 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah, meliputi: 
a.  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
c. Retribusi Tempat Pelelangan; 
d. Retribusi Terminal; 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
g. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; 
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan 
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
 
Pengaturan objek, subjek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran 
dalam penetapan tarip jenis retribusi jasa usaha di Kabupaten Brebes diatur dalam 
Pasal 99 sampai dengan Pasal 175. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dalam Pasal 99 sampai 
dengan Pasal 105. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas 
pemakaian kekayaan daerah. Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah 
yang meliputi: pemakaian tanah; pemakaian bangunan; pemakaian 
kendaraan/alat-alat berat milik daerah; dan pemakaian kekayaan lainnya, 
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laboratorium, workshop. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan fasilitas kekayaan daerah. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur 
berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang 
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. Struktur retribusi digolongkan berdasarkan jenis 
kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.  
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diatur dalam Pasal 106 sampai 
dengan Pasal 112. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut atas 
penyediaan fasilitas pasar grosir oleh pemerintah daerah. Objek retribusi adalah 
penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas 
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan fasilitas di pasar grosir atau pertokoan. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 
diukur berdasarkan luas, jenis, dan kelas pasar serta jangka waktu lamanya 
kontrak. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada 
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang 
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. Struktur tarif pasar grosir dan/atau pertokoan 
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digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu 
kontrak dengan kelas pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
c. Retribusi Tempat Pelelangan 
Retribusi Tempat Pelelangan diatur dalam Pasal 113 sampai dengan 
Pasal 119. Retribusi Tempat Pelelangan dipungut atas penyediaan tempat 
pelelangan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi adalah penyediaan tempat 
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa 
pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Subjek 
retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan fasilitas di tempat pelelangan ikan. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat pelelangan diukur berdasarkan 
frekuensi jasa pelelangan yang diberikan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan 
besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 
layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
d. Retribusi Terminal  
Retribusi Terminal diatur dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 126. 
Retribusi Terminal dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan 
terminal oleh pemerintah daerah. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan 
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan 
usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi 
atau badan yang mendapatkan pelayanan fasilitas di terminal. 
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Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi 
dan jenis jasa terminal yang diberikan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan 
besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 
layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Struktur retribusi 
Terminal digolongkan berdasarkan pelayanan terminal dan usaha penunjang 
terminal. Tarif retribusi Terminal sebagaimana dimaksud tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir  
Retribusi Tempat Khusus Parkir diatur dalam Pasal 127 sampai dengan 
Pasal 133. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan tempat 
khusus parkir oleh pemerintah daerah. Objek retribusi adalah pelayanan tempat 
khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan 
fasilitas di tempat Khusus Parkir. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur 
berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan bermotor yang diparkir. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan 
untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh 
apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi 
pada harga pasar. Struktur retribusi tempat khusus parkir digolongkan 
berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan yang diparkir. 
 
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 
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Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diatur dalam Pasal 
134 sampai dengan Pasal 140. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ 
Villa yang dipungut atas pelayanan tempat penginapan/pesanggarahan/villa 
oleh pemerintah daerah. Objek retribusi adalah pelayanan tempat 
penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan fasilitas ditempat penginapan/pesanggrahan/vila. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan/ 
pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif atas 
tempat yang diberikan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
g. Retribusi Rumah Potong Hewan  
Retribusi Rumah Potong Hewan diatur dalam Pasal 141 sampai dengan 
Pasal 147. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas pelayanan penyediaan 
fasilitas rumah potong hewan. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan 
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan 
kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi 
atau badan yang menggunakan fasilitas di tempat pemotongan hewan. 
Obyek retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud adalah 
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk: 1) 
Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang 
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disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan 2) surat 
keterangan kesehatan hewan, inseminasi buatan, serta sarana prasarana yang 
disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pasar hewan. 
Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan tersebut 
ditempatkan diluar Rumah Pemotongan Hewan, dikecualikan dari obyek 
Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 
Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusi Rumah Potong Hewan 
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertenakan. Retribusi atas 
penggunaan sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan 
operasional pasar hewan meliputi : 
1) pelayanan penggunaan sarana prasarana pasar hewan; 
2) kontrak kios pasar, kontrak los/petak di dalam pasar hewan, kontrak kios, 
los/petak di luar pasar; 
3) bongkar muat di dalam pasar; 
4) surat pengantar keluar ternak diluar wilayah pasar hewan; 
5) penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan untuk sewa lahan 
kawasan peternakan; 
6) kesehatan Hewan; dan 
7) kesehatan Masyarakat Veteriner. 
Besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan berdasarkan 
tarif pasar yang berlaku diwilayah Kebupaten Brebes. Dalam hal tarif pasar yang 
berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran 
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persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang 
meliputi: a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan b. unsur keuntungan 
yang dikehendaki persatuan jasa. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diatur dalam Pasal 148 sampai dengan 
Pasal 154. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut atas pelayanan jasa 
kepelabuhan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi adalah pelayanan jasa 
kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk: Jasa 
Tanda Masuk Pelabuhan dan Surat Kebangsaan Kapal. Subjek retribusi adalah 
orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa kepelabuhan. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhanan diukur 
berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan. Prinsip dan sasaran 
dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 
usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
Struktur tarif retribusi pelayanan kepelabuhan digolongkan berdasarkan jenis 
jasa yang diberikan.  
 
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur dalam Pasal 155 sampai 
dengan Pasal 161. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dipungut atas 
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pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga oleh pemerintah daerah. 
Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi 
adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas di tempat rekreasi 
dan olahraga. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur 
berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif. Prinsip dan sasaran dalam 
penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 
yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha 
tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
j. Retribusi Penyeberangan di Air  
Retribusi Penyeberangan di Air diatur dalam Pasal 162 sampai dengan 
Pasal 168. Retribusi Penyeberangan di Air yang dipungut atas pelayanan 
penyeberangan menggunakan kendaraan air oleh pemerintah daerah. Objek 
retribusi adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan 
menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 
fasilitas penyeberangan di air. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi penyeberangan di air diukur 
berdasarkan kendaraan dan berat barang yang diseberangkan. Prinsip dan 
sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
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k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diatur dalam Pasal 169 
sampai dengan Pasal 175. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang 
dipungut atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Objek retribusi 
adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Subjek retribusi 
adalah orang pribadi atau badan yang menjual hasil produksi usaha pemerintah 
daerah. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah 
diukur berdasarkan jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah kebutuhan yang 
diperlukan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada 
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang 
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. 
 
3. Retribusi Perizinan Tertentu  
Retribusi Perijinan Tertentu di Kabupaten Brebes diatur dalam Pasal 5 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah, meliputi: 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Gangguan; 
d. Retribusi Izin Trayek; dan 
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e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 
 
Pengaturan objek, subjek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran 
dalam penetapan tarip jenis retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Brebes diatur 
dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 210. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Pasal 176 sampai 
dengan Pasal 182. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut atas pemberian 
izin untuk mendirikan bangunan. Objek retribusi pemberian izin untuk 
mendirikan suatu bangunan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang memperoleh izin mendirikan bangunan. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan diukur 
berdasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat/ketinggian bangunan, rencana 
penggunaan bangunan, letak bangunan, konstruksi bangunan dan pengesahan 
gambar. Faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas diberikan bobot 
(koefisien) sedangalam besarnya koefisien ditetapkan sebagaimana tersebut 
pada Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian 
koefisien-koefisien. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan 
pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, 
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian 
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izin tersebut. Tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan seragam untuk 
setiap jenis bangunan sebesar Rp 750,- / m2.  
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam 
Pasal 183 sampai dengan Pasal 189. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol yang dipungut atas pemberian izin untuk melakukan penjualan 
minuman beralkohol. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan 
penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Subjek retribusi adalah 
orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman 
beralkohol. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin tempat penjualan minuman 
beralkohol diukur berdasarkan tempat dan jenis penjualan minuman beralkohol. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan 
dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan 
biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Struktur dan tarif retribusi 
izin tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan berdasarkan jenis 
tempat penjualan minuman beralkohol. 
 
 
c. Retribusi Izin Gangguan 
Retribusi Izin Gangguan diatur dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 
196. Retribusi Izin Gangguan yang dipungut atas pemberian izin tempat usaha. 
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Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang 
pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian 
dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha 
secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, 
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan 
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Subjek retribusi adalah 
orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin gangguan. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan diukur berdasarkan 
luas tempat usaha, indeks kawasan, indeks jalan dan indeks gangguan. Prinsip 
dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan 
dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan 
biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 
d. Retribusi Izin Trayek  
Retribusi Izin Trayek diatur dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 203. 
Retribusi Izin Trayek dipungut atas pemberian izin trayek. Objek retribusi 
adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan 
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jenis 
kendaraan yang digunakan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya pemberian izin 
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meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dalam Pasal 204 sampai dengan 
Pasal 210. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang dipungut atas pemberian izin 
untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Objek 
retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk 
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Subjek 
retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha 
perikanan. 
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur 
berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah ijin. 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan 
jumlah izin.  
Penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten mempunyai hak dan kewajiban 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak 
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah membuka peluang 
Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menambah jenis retribusi selain yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 
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Adanya peluang untuk memambah jenis retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga 
dimaksudkan mengantisipasi penyerahan fungsi peyananan dan perizinan dari 
Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah terdapat perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan 
penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, 
yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha 
Perikanan. Pengaturan dalam hal tata cara pemungutan retribusi di Kabupaten 
Brebes diatur dalam Pasal 212 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.  
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, yaitu dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal 
wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat 
Teguran. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan 
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 
pelayanan yang bersangkutan. 
  
73 
Pengaturan mengenai retribusi harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan, tidak bisa hanya diatur berdasarkan peraturan menteri atau keputusan 
Presiden. Untuk pengaturan pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan 
pungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah 
tersebut telah merinci jenis-jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenagan 
pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Pembagian tersebut, juga didasarkan 
pada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merinci macam-macam retribusi. 
Klasifikasi retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu: 
1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda 
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta; dan 
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 




Selain jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas, undang-undang juga 
memberikan atau mewadahi penerapan retribusi terhadap beberapa subjek lainnya 
selama memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berikut 
kriteria berdasarkan jenis retribusi selain retribusi tersebut di atas: 
1. Retribusi Jasa Umum 
a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa 
Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; 
b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi; 
c. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang 
diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan 
kemanfaatan umum; 
d. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang 
membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang 
tidak mampu; 
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
penyelenggaraannya; 
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 
satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan 
g. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 
tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
2. Retribusi Jasa Usaha: 
a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa 
Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 
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b. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifatkomersial yang seyogyanya 
disediakan oleh sektorswasta tetapi belum memadai atau terdapatnya 
hartayang dimiliki/dikuasai Daerah yang belumdimanfaatkan secara penuh 
oleh Pemerintah Daerah. 
3. Retribusi Perizinan Tertentu: 
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 
kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 
b. perizinan tersebut benar-benar diperlukan gunamelindungi kepentingan 
umum; dan 
c. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan 
biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut 
cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; 
Undang-undang mengatur tentang pajak dan retribusi juga mengatur 
mengenai tata cara pelaksanaan pungutan retribusi. Bagi daerah yang akan 
melakukan pungutan terhadap pajak dan retribusi di daerahnya, maka terlebih 
dahulu harus diatur melalui Peraturan Daerah. Terhadap peraturan daerah tersebut, 
harus menadapat persetujuan dari menteri dalam negeri dan menteri keuangan. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 baik dalam hal pengawasan pembentukan 
regulasi mengenai retribusi daerah.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, pengaturan retribusi 
Kabupaten Brebes dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan 
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Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 
sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah 
mendungkung pemaksimalan retribusi sebagai sumber pendanaan otonomi daerah 
di Kabupaten Brebes. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber 
tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, 
penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi 
daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi 
daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. 
 
B. Peran dan Posisi Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dalam Mendukung Otonomi Daerah 
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi 
yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus 
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan 
sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada 
bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan 
retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung 
oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat 
mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 
Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan 
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intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek 
kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan 
intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada 
terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas 
dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan 
produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan 
baru yang memerlukan studi, proses dan waktu panjang.  
Dukungan teknologi informasi secara terpadu mutlak diperlukan sebagai 
upaya mengintensifkan pajak karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan 
selama ini cenderung tidak optimal.29 Machfud menegaskan bahwa masalah ini 
tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan 
masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan 
informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak 
up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: 
baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan 
pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.30  
Retribusi memiliki kontribusi yang besar terahdap daerah, oleh sebab itu 
retribusi daerah harus dimaksimalkan. Apabila dilihat dari komponen retribusi 
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari 3 bentuk 
retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan 
                                                  
29 Machfud Sidik, 2002, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka 
Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema 
“Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam 
Rangka Otonomi Daerah” Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 – di 
Bandung, 10 April 2002, hlm. 8. 
30 Ibid. hlm. 7. 
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Tertentu dengan total 30 jenis retribusi. Di samping 30 jenis retribusi tersbut, 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga membuka peluang bagi daerah untuk  
menentukan jenis retribusi lainnya dengan beberapa kriteria yang ditentukan. 
Dengan demikian ketika daerah ingin melakukan pungutan atau retribusi selain 
yang telah disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 
daerah juga bisa melakukan pungutan retribusi lain dengan syarat memenuhi kriteria 
yang ditentukan undang-undang tersebut. 
Dibukanya kesempatan bagi daerah untuk melakukan pungutan retribusi 
selain yang telah ditentukan oleh undang-undang merupakan hal positif dalam 
rangka pelaksanaan otonomi daerah. Di negara yang menganut paham welfare state 
akan sulit membatasi lingkup kewenangan daerah, hal tersebut disebabkan 
perkembangan yang terjadi dalam masyarkat, sehingga menjadikan pemerintahan 
semakin dinamis. Dengan demikian tentunya menuntut suatu kehadiran regulasi 
yang dinamis pula. Secara umum ada beberapa upaya yang dapat dilakukan 
Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui 
optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, diantaranya: 
a. Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas 
basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan 
ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak 
baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, 




b. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat 
proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, 
mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. 
c. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan 
melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses 
pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap 
pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang 
diberikan oleh daerah. 
d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan 
yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi 
pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi 
pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 
e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal 
ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di 
daerah.31 
 
Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik 
apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi 
ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan 
keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, 
otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya 
semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh 




mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian 
masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. 
Selain hal terbsebut di atas, salah satu yang perlu diperhatikan dalam 
memaksimalkan retribusi daerah adalah ketersediaan regulasi ditingkat daerah. Hal 
ini menjadi penting karena untuk dapat melakukan pungutan retribusi terhadap 
suatu objek retribusi harus didasarkan pada peraturan daerah. Sehingga daerah, juga 
tak dapat secara serta merta melakukan pungutan retribusi terhadap suatu objek 
yang dianggap menguntungkan. Selama ini, pemerintah daerah selalu tersangkut 
dengan masalah regulasi. Berdasarkan hasil kajian Dirjen Perimbangan Keuangan 
Daerah Departemen Keuangan, beberapa permasalahan dalam pembentukan 
Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi daerah adalah sebagai berikut: 
1. Pungutan dilakukan oleh Daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala 
daerah; 
2. Muatan/materi yang diatur dalam Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan; 
3. Tumpang tindih dengan pungutan Pusat; 
4. Retribusi bersifat pajak; 
5. Pajak/Retribusi merintangi arus lalu lintas manusia, barang/jasa antar daerah; 
6. Pungutan sumbangan pihak ketiga. 
Enam poin di atas, manjadi catatan bagi masing-masing daerah dalam 
melakukan pennyusunan regulasi terkait. Sehingga dalam hal ini peran Pemerintah 
Pusat menjadi sangat penting untuk mengawal daerah-daerah dalam melaksanakan 
kewenangan fiskal nya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah 
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Pusat adalah dengan meningkatkan SDM pemerintah daerah, sehingga ketika 
mereka melakukan penyusunan regulasi terkait retribusi tidak terjadi lagi tumpang 
tindih pungutan. Sehingga pungutan terhadap retribusi daerahpun dapat 
dimaksimalkan demi menunjang pelaksanaan otonomi daerah. 
Keberadaan retribusi daerah tidak terlepas dari diterapkannya otonomi 
daerah dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai 
salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum 
yang lebih baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih 
demokratis.32 
Dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain 
bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara 
menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara tersebut menurt Ni’matul Huda akan 
mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.33 Oleh Bagir 
Manan otonomi terbatas digolongkan kedalam beberapa kelompok, diantaranya: 
pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan 
pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem 
supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom 
kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan 
mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat 
dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan 
asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.34  
                                                  
32 Machfud Sidik, Format Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, http://pomphy.blogspot.com/ 
2008/11/format-hubungan-keuangan-pusat-daerah.html. 





Sementara itu, otonomi luas menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip 
Ni’matul Huda menyebutkan sebagai segalahal urusan pemerintah yang meliputi 
urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Lebih 
lanjut Bagir Manan menyatakan bahwa dalam negara moderen urusan pemerintahan 
tidak dapat dikenali jumlahnya, terlebih bagi penganut negara kesejahteraan 
(welfare state).35  
Salah satu komponen desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Apabila 
Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan 
dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah 
Daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber pendanaan baik yang bersumber 
dari PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi. Menurut 
Machfud Sidik, pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau 
didukung oleh faktor-faktor berikut: 
 
1. Pemerintah Pusat yang mampu melaksanakan pengawasan dan enforcement; 
2. SDM yang kuat pada Pemerintah Daerah guna menggantikan peran 
Pemerintah Pusat; 
3. Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggungjawab; 
4. Kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu 
sumber pendapatan daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah oleh Undang-




Undang Nomor 23 Tahun 2014 digolongkan dalam PAD. Dengan konsekwensi 
semua pendapatan (100 persen) hasi retribusi dialokasikan untuk daerah. Retribusi  
Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Tujuan pungutan retribusi daerah sebagaimana ditegaskan oleh konsideran Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk membiayaai pelaksanaan otonomi daerah. 
Tujuan retribusi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 memang 
memiliki sedikit perbedaan dengan tujuan retribusi menurut Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009, hal ini disebabkan pada tahun 1997 sistem pemerintahaan 
masih tersentralisasi, walaupun ketika itu sudah dikenal sebutan otonomi daerah, 
tapi belum ter-desentralisasi seperti saat ini. 
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan 
Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan 
self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya 
posisi keuangan ini, Pemda yang mengurusi retribusi menegaskan: “Pemerintah 
Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa 
biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan menuju 
pemerintahan yang baik, keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria 
untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah 
tangganya sendiri begitu juga di Kabupaten Brebes”.36 
                                                  
36 Wawancara Pribadi dengan Budi Santos, Kasi Retribusi Pemerintah Kabupaten Brebes, tanggal 
4 Mei 2017. 
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Untuk dapat memiliki pendanaan yang memadai, daerah membutuhkan 
sumber perndanaan yang cukup. Daerah dalam hal ini dapat memperolehnya 
melalui beberapa cara, yakni: pertama, mengumpulkan dana dari pajak daerah yang 
telah disetujui oleh Pemerintah Pusat. Kedua, melakukan pinjaman dari pihak 
ketiga, pasar uang atau bank atau melalui Pemerintah Pusat. Ketiga, mengambil 
bagian dalam pendapatan pajak pusat yang dipungut daerah. Keempat, 
menambahkan tarif pajak pusat tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak 
pendapatan. Kelima, bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
menyebutkan beberapa sumber-sumber keuangan daerah, diataranya: 
1. Pendapatan asli Daerah (PAD) Daerah sendiri, yang terdiri dari: 
2. Pajak Daerah 
3. Retribusi Daerah 
4. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 
5. Sumber PAD lainnya yang sah; 
6. Dana perimbangan, yang terdiri dari : 
7. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam 
8. Dana alokasi umum, yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari 
pendapatan dalam negeri neto 
9. Dana alokasi khusus yang dialokasikan dari APBN 
10. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, misalnya hibah dan dana darurat. 
Ketentuan tersebut di atas, pendapatan daerah dapat dibedakan ke dalam dua 
jenis yaitu: pendapatan asli daerah dan pendapatan non-asli daerah. Sebagaimana 
telah dikemukakan sebelumnya, bahwa retribusi daerah merupakan salah satu 
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sumber pendapatan penting bagi daerah. Retribusi secara umum diartikan sebagai 
“pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang 
menggunakan jasa-jasa negara”. Berdasarkan hal tersebut, dapat dicirikan retribusi 
daerah sebagai berikut: 
1. Retribusi dipungut oleh negara; 
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis; 
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; 
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang 
disiapkan negara. 
Di samping itu, pungutan retribusi juga dikaitkan dengan adanya 
imbalan/kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah. 
Sederhananya, ketika seseorang membayarkan retribusi ada kontra prestasi 
langsung yang didapatkan, contohnya ketika membayar retribusi suatu objek wisata, 
maka orang tersebut akan langsung menikmati objek wisata tersebut. Beda halnya 
dengan pajak, sebagai iuran yang dapat dipaksakan tanpa harus ada kontraprestasi 
langsung. 
Berikut penerimaan pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan sebagaimana diperoleh dari BPK Kabupaten Brebes Tahun 
Anggaran 2019, sebagai berikut 
No. Uraian Jumlah 
1 Pajak Daerah Rp. 100.364.100.000.- 
2 Retribusi Daerah  Rp. 16.148.952.000.- 
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan  
Rp. 7.037.989.000.- 
Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) 
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APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 disebutkan Kabupaten 
Brebes pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi 
melebihi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Beranjak 
dari kondisi tersebut, terlihat bahwa retribusi memiliki peran yang tidak bisa 
dipandang sebelah mata. Penerimaan daerah dari retribusi hampir menyamai bahkan 
pernah melebihi pendapatan yang berasal dari pengelolaan perusahaan milik daerah 
dan melebihi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.  
Berdasarkan analisis pajak dan retribusi daerah, ternyata rasio kenaikan 
penerimanaan daerah dari retribusi daerah sejak otonomi daerah lebih tinggi 
dibanding rasio kenaikan penerimaan daerah dari pajak daerah, terutama di 
kabupaten kota. Tjip menegaskan bahwa hal tersebut sebagai bukti bahwa 
masyarakat lebih merasa rela membayar retribusi daerah dari pada pajak daerah 
yang manfaat/kontraprestasinya tidak dirasakan langsung.37 Dengan demikian jelas 
bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi di beberapa daerah 
Kabupaten Brebes jauh lebih besar dibanding pendapatan daerah yang bersumber 
dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa retribusi daerah sangat berperan dalam menyokong 
pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 
Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik 
apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi 
ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan 
keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, 
                                                  




otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya 
semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh 
mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian 
masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat 






A. Simpulan  
1. Pengaturan retribusi Kabupaten Brebes menggunakan Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Peraturan daerah tersebut sudah mengacu 
kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah. Jenis retribusi meliputi: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; 
dan Retribusi Perizinan Tertentu. 
2. Retribusi daerah, memiliki peran besar dalam mendukung dan menyukseskan 
terselenggaranya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan ketika diterapkannya 
otonomi daerah, desentralisasi dalam artian pembagian kewenangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas penyelenggaraan 
pemerintahan. Adanya otonomi daerah, berarti akan ada biaya untuk itu, maka 
desentralisasi fiskal akan mengisi kebutuhan anggaran tersebut. Retribusi 
sebagai salah satu sumber PAD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 jo. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 di beberapa daerah telah 
terbukti memberi pemasukan terbesar untuk PAD bahakan melebihi pemasukan 
yang berasal dari pajak daerah. 
  
89 
B. Saran  
1.  Retribusi memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata, untuk itu 
diharapkan Pemerintah Daerah harus dapat mengelola baik, guna memperbesar 
penerimaan daerah khususnya pengelolaan objek wisata, dan parkir kendaraan 
di daerah yang tidak dikelola dengan baik. 
2. Peraturan pemerintah membuka peluang menambah jenis Retribusi selain yang 
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang 
memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam undang-undang tersebut, 
diharapkan pemerintah daerah dapat menambah jenis Retribusi untuk 
mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah 
kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.  
3. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme 
pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah 
tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan 
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